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ABSTRAK

Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan, Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Pidie

Nama : Anwar

NIM : 141801046

Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing 1 : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing Il : Isnaini, SH, M.Hum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang merupakan penyempurnaan meliputi pemeliharaan dan perbaikan
lampu jalan. Termasuk ke dalam subjek pajak Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan
jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa
diwilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh
Pemerintah  Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk
menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga
penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk
membiayai penerangan jalan pada jalan umum dalam pemungutan Pajak Penerangan
Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak
adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna
tenaga listrik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Qanun Kabupaten
Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Dinas Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Sampel penelitian digunakan
proporsional random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan
proporsional dan acak sebanyak 44 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik
analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh
disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap
permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Kabupaten Pidie
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie dilihat dari aspek Standar dan
sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik
organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan, dan disposisi atau sikap para pelaksana, telah berjalan secara efektif
sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan yang dihadapi PLN dalam
meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang
disediakan oleh PLN sendiri terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu
ketidak pahaman masyarakat yang mengira jika membayar listrik secara
langsung telah membayar pajak itu bisa memasang lampu secara liar atau
ilegal, serta banyaknya tunggakan tagihan rekening listrik yang tidak dibayar
oleh pelanggan PLN.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Pajak Penerangan Jalan.
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ABSTRACT

Implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 About Taxes, the Study of
Street Lighting in the Office of the Manager of Finance and Wealth of
the Area of Pidie

Name - Anwar

NIM : 141801046

Study Program : Master of Public Administration
Supervisor | : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor |11 - Isnaini, SH, M.Hum

Act Number 28 of 2009 about local tax and Levy County, which is a
refinement include maintenance and repair street lights. Included in the subject of
the Tax Act Number 34 of 2004 on Regional Taxes and Levies the Tax Area,
explained that street lighting area is taxes on the use of electric power on the
condition that the relic is available street lighting, which accounts are paid by the
local Government of street lighting is the use of electricity to light up the road a
public account paid for by local governments. So the tax revenues derived from
taxes street lighting will be used to fund street lighting on public roads in the poll
tax of street lighting is a private person or entity that uses electric power. The
taxpayer is a private person or entity that a Subscriber or user of electricity and
electrical power.

This research aims to analyze the implementation of Pidie Qanun Number
14 in 2011 about street lighting, Taxes on Financial and wealth Manager Service
area of Pidie. Sample research used proportional random sampling, that
sampling conducted with proportionate random and as many as 44 people. In the
study conducted data analysis technique that is descriptive method, a method
where the data obtained was compiled later interpreted so as to provide
information against the problems examined by using a single table.

The results of this study indicate that implementation of Pidie Qanun
Number 14 in 2011 about street lighting on the Tax Office of the Manager of
finance and wealth of Pidie Area seen from the aspect of the standards and
policies/goals and policy objectives, resources, implementing organizational
Characteristics, communication between the Organization and the related
implementation activities, and disposition or attitude of the executor, has been
running effectively in accordance with the existing provisions. The obstacles
facing PLN tax contribution in improving the street lighting for the use of
electrical power supplied by PLN alone there are some barriers include
unfamiliarity of IE society that thinks if paying electricity directly have to pay
taxes that could put the lights in the wild or illegal, as well as the large number of
delinquent bills of account are not paid by electricity customers PLN.

Keywords: Implementation of Tax Policy, Street Lighting.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab
sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem
baru bagi pemerintahan di daerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala
terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola
pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada
ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi.

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan
seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna
menggantikan pendanaan negara yang bersumber dariutang luar negeri. Salah satu
sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari
penerimaanpajak. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak yaitu denganmemberlakukan undang-undang
perpajakan baru yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan (tax reform).
Secara umum, kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan untuk

mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat
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dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam
kebijaksanaan fiskal.

PAD salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah,
disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak dan bukan
pajak, sumbangan dan bantuan dari penerimaan dari pemerintah diatasnya,
serta pinjaman daerah. Guna menunjang peningkatan PAD, khususnya sektor
retribusi daerah perlu adanya kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah
daerah yang mendukung terhadap pemungutan retribusi agar mampu
memberikan  Kkontribusi yang berarti. Kebijakan tersebut hendaknya
disesuaikan dengan kondisi potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan,
sehingga mampu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masyarakat akan
merasakan manfaatnya dan tentunya didukung dengan kesadaran yang tinggi
maka akan mencapai visi, misi dan tujuan dari Kabupaten Pidie. Dalam rangka
peningkatan PAD tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan
kebijakan berupa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pajak
Penerangan Jalan.

Untuk dapat meyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka
diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah
sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi
kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan

Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah
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tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Untuk mendukung
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah
dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah.Pajak daerah
dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan,
oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Salah satu pajak daerah yang
yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Penerangan Jalan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan
jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa
diwilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar
oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
jalan umum vyang rekeningnya dibayar oleh Pemerintan Daerah. Sehingga
penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan
untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan
perbaikan lampu jalan (Siahaan, 2008:23). Termasuk ke dalam subjek pajak
dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menjadi pelangganlistrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu
pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya
merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN

(Mardiasmo,2009:17).
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Peranan Pajak penerangan jalan dalam mengisi keuangan daerah
khususnya PAD di Kabupaten Pidie cukup penting dan terus mengalami
perkembangan di mana pada tahun 2013 penerimaan Pajak penerangan jalan
sebesar Rp. 6.009.899.989,- meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp.
7.051.289.102,- dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 7.967.894.685,-.
Peningkatan ini akan terus terjadi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan
perkembangan di Kabupaten Pidie.

Atas dasar uraian di atas maka penulisan untuk melakukan penelitian
Tentang Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Pajak Penerangan Jalan, Studi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Pidie.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang
menjadi masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan, pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Pidie ?

1.3. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : Implementasi
Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan,

pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie.
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1.4. Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

(@) Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal
dari Pajak Penerangan Jalan.

(b) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah
pengetahuan di bidang kebijakan publik dan menjadi acuan oleh penelitian
lain yang berhubungan dengan kebijakan publik khususnya kebijakan di

bidang keuangan daerah.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik mempunyai definisi yang bermacam-macam. Thomas R.

Dye (dalam Nugroho, 2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala
sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang
membuat suatu kehidupan bersama tampil beda. Sementara itu Easton
mendefinisikan kebijakan publik sebagaimana dikutip Anderson (1984:13-15)
sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society”. Berdasarkan
definisi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah
dapat membuat pilihan melakukan suatu tindakan atau tidak pada masyarakat. Hal
ini disebabkan oleh karena pemerintah termasuk para penguasa dalam system
politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari di masyarakat yang telah menjadi
tanggungjawabnya. Dalam suatu glosari di bidang administrasi Negara, kebijakan
publik diberikan arti sebagai berikut:

1. Susunan rancngan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-
program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang
dihadapi masyarakat.

2. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

3. Masalah — masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh
pemerintah.

Dari berbagai pengertian tersebut maka kebijakan publik (publik policy)

merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

UNIVERSITASMEDAN AREA



dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada
kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik pada hakekatnya berada dalam suatu system. Menurut
Dunn (1994:70-71) system kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana
didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga
unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Gambar 2.1
Sistem Kebijakan Publik

Pelaku
Kebijakan

Analisis
kebijakan
Kelompok warga
Serikat pekerja

Pengusaha —
Lingkungan Partai Kebijakan
Kebijakan publik
Kriminalitas <
Inflasi > ekonomi
Pengangguran Kesejahteraan
Diskriminasi Perkotaan
Pertumbuhan Penegakan
Ekonomi Hukum personil

Sumber : Dunn (1994: 71)

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling
berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat
oleh pejabat pemerintah dan diinformasikan ke dalam bidang-bidang isu
(masalah). Sementara pelaku kebijakan (policy stakeholders) adalah para individu
atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.
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Lingkungan kebijakan (policy enc\virontmen) adalah konteks khusus
dimana kejadian-kejadian di sekeliling masalah kebijakan terjadi, mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu
system kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, artinya bahwa di dalam
praktek pembuatan kebijakan dimensi obyektif dan subyektif tidak dapat
dipisahkan. System kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang
diciptakan secara sadar oleh para pelaku kebijakan melalui pilihan-pilihan.
System kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam
tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Pelaku kebijakan
merupakan produk dari sistem kebijakan, demikian pula analis kebijakan

merupakan pencipta sekaligus hasil ciptaan system kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2004: 158). Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau
melalui formulasi kebijakan derivat aturan dari kebijakan publik tersebut. Secara

umum dapat digambarkan sebagai berikut
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Gambar 2.2
Model Implementasi Kebijakan

KEBIJAKAN PUBLIK

\ 4 \ 4

Kebijakan Publik Penjelas Program Intervensi

\ 4

\ 4

Proyek Intervensi

\ 4

Kegiatan Intervensi

\ 4

Public/Masyarakat/Benefici
aries

Sumber : Rian Nugroho D. (2004 : 159)

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) memperkenalkan suatu
model implementasi kebijakan publik. Model ini mengatakan bahwa
implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor,
dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai
variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

1. aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan

4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksanaan/implementor.
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Gambar 2.3
Model Implementasi Kebijakan Donald VVan Meter dan Carl Van Horn

Aktivitas

Standar dan Implementasi dan
Tujuan komunikasi antar

= organisasi

KEBIJAKAN v
PUBLIK Karakteristik dari

agen pelaksana/ Kecenderungan KINERJA
implementor (disposition) dari KEBIJAKAN
»| pelaksana/implementor PUBLIK

‘/7
d Kondisi ekonomi,
Y = social dan politik

A 4

Sumber

A 4

Model kedua adalah model kerangka analisis Implementasi (A Feamework
for Implementation analysis) yang diperkenalkan oleh Daniel Mazmania dan Paul
A.Sabatier (1983). Duet Mazmania Sabatier mengklasifikasikan proses
implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independent, vyaitu mudah tidaknya masalah
dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis
pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
Kedua, variabel intervening: vyaitu variabel kemampuan kebijakan untuk
menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi
tujuan, dipergunakannya teori kausal indicator kejelasan dan konsistensi tujuan,
dipergunakannya teori kasual, keteepatan alokasi pelaksana dari lembaga
peleksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar;

dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang
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berkenaan dengan indicator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan
public, sikap dan ristoris dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan
komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi
dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga / badan pelaksana dalam
bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata penerimaan
atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan
yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang
bersifat mendasar.

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A.Gun (1978), untuk melakukan
implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan
dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan
pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua adalah
apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk
sumberdaya waktu. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang
diperlukan benar-benar ada. Kebijakan public adalah kebijakan yang kompleks
dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan public
akan melibatkan berbagai-bagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks
sumber daya atau sumber actor.

Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan
didasarkan hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya adalah apakah kebijakan
tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggunglangi.

Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
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Asumsinya, semakin sedikit hubungan *“sebab akibat”, semakin tinggi pula hasil
yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang
mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas
implementasi kebijakan.

Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru
implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif — apalagi jika hubungannya
adalah hubungan ketergantungan. Implementasi kebijakan pengurus utamaan
gender banyak menemui kendala karena Kantor Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan tergantung dalam instensitas yang tinggi kepada seluruh departemen
dan LPND serta kepada daerah-daerah.

Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan
terhadap tujuan. Tidaklah begitu sulit dipahami, bahwa mereka yang ada dalam
perahu yang sama sepakat akan tujuan yang sama. Syarat kedelapan adalah bahwa
tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang
jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi
adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim
serta terbentuknya sinergi. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang
memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang
sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektivan implementasi
kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap

berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.
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Menurut Edward Il (1980:17), menyebutkan kebutuhan utama bagi
keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan
keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan
ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya
diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan
kebingingan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya akan
mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.
Yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan atasan mereka.

Lebih lanjut dikatakan kegandaan / ambiguitas ini akan mengantarkan para
pelaksana pada kebijakan mereka sendiri, meskipun mereka tidak perlu
menggunakan ambiguitas itu untuk memperluas otoritas yang dimiliki. Tetapi
sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menghindari permasalahan yang sulit
(Edward 11, 1980:17).

Motif efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Edward 111
(1980:17), menyebutkan empat factor krusial dalam melaksanakan suatu
kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan — kecenderungan
atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Secara rinci Edward Il menjelaskan
sebagai berikut :

e Komunikasi (Communication)
Persyaratan pertama dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang
melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan, jika

ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya dalam

UNIVERSITASMEDAN AREA



14

komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari aspek komunikasi adalah
bagaimana penetralisian tugas fungsi tertentu yang akan dilakukan.

e Sumber-sumber (Resources)

e Sumber-sumber yang penting dalam suatu pelaksanaan staf-staf dengan
keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan informasi, wewenang dan
fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatu peraturan dalam
pelaksanaannya. Staf tersebut haruslah memadai jumlahnya dalam
melaksanakan sesuatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus
didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut. Informasi
menyangkut bagaimana melaksanakan sesuatu hak dan ketaatan dari personil-
personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

e Wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan
tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah
sudah cukup memadai. Fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatu
peraturan dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan dalam melakukan tugas
tertentu, seperti bangunan fisik. Kecenderungan-kecenderungan para
pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka
terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya
mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara
pandang terhadap sesuatu hal atau kebijakan.

e Struktur birokrasi (bureaucratic strcture)

Struktur birokrasi menyangkut prosedur-prosedur kerja dan pragmentasi.

Prosedur-prosedur berkembang secara internal dari respon terhadap tugas
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untuk keseragaman demi pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya.

Selanjutnya Jones (1991:35), menyebutkan apakah program efektif atau
tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interprestasi,
penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Organisasi

Maksudnya disini bahwa organisasi Pelaksanaan program. Dan
selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber
daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau
alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur
organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan Kelurahanin
dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan
aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang
terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya
untuk dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki
kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Interprestasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah
sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang.
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(@) Sesuai Dengan Peraturan
Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijakansanaan harus
sesuai dengan peraturan yang berprilaku baik Peraturan Tingkat Pusat,
Propinsi, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten

(b) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana
Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari
peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang
bersifat administrative, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan
aktivitas pelaksanaan program.

(c) Sesuai Petunjuk Teknis
Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan
dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar
memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat
strategis lapangan agar dapat berjalan efesien dan efektif, rasional dan relitstis.

(3) Penerapan
Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan
petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini
harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja
serta jadwal disiplin.

(@) Prosedur Kerja yang Jelas
Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki perosedur kerja agar dalam
pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan

antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.
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(b) Program Kerja
Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik sehingga
tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

(c) Jadwal kegiatan disiplin
Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu
program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang
diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program
sudah ditentukan sebelumnya.
Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.

Model kebijakan ini berpola “dari atas kebawah” dan lebih berada di
“mekanisme paksa” dari pada di “mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan
bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik,
implementor dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi Kinerja
implementasi, yakni: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3)
komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen
pelaksana; (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan (6) disposisi implementor.

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indicator - indikator

kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi

kebijakan. Indikator -indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran
dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan

kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan - tujuan keputusan kebijakan
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secara menyeluruh. Namun, dalam banyak kasus ditemukan beberapa
kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua
penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Pertama,
mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat
tujuan yang kompleks. Kedua, mungkin akibat dari kekaburan - kekaburan
dan kontradiksi - kontradiksi dalam pernyataan ukuran - ukuran dasar dan
tujuan - tujuan. Kadang kala kekaburan dalam ukuran -ukuran dasar dan
tujuan - tujuan sengaja diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat
menjamin tanggapan positif dari orang - orang yang diserahi tanggung
jawab implementasi pada tingkat - tingkat organisasi yang lain atau sistem
penyampaian kebijakan.
2) Sumber daya
Disamping ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan kebijakan, yang perlu
mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah
sumber daya yang tersedia. Sumber daya layak mendapat perhatian karena
menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang
dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan
memperlancar implementasi yang efektif. Dalam beberapa kasus, besar
kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan.
3) Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran - ukuran dan tujuan - tujuan

dipahami oleh individu - individu yang bertanggung jawab dalam kinerja

UNIVERSITASMEDAN AREA



19

kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk member perhatian yang
besar kepada kejelasan ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan
kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan
keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan - tujuan yang dikomunikasikan
dengan berbagai sumber informasi. Ukuran - ukuran dasar dan tujuan -
tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan
cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang
diharapkan ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan itu. Komunikas
didalam dan antara organisasi - organisasi merupakan suatu proses yang
sulit dan kompleks. Dalam meneruskan pesan - pesan ke bawah suatu
organisasi organisasi lainnya, para komunikator dapat
menyimpangkannya atau menyebar - luaskannya, baik secara sengaja
maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber - sumber informasi yang
berbeda memberikan interpretasi - interpretasi yang bertentangan, para
pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk
melaksanakan maksud - maksud kebijakan.
4) Karakteristik badan - badan pelaksana

Yang dimaksud karakteristik badan pelaksana adalah stuktur birokrasi,
norma - norma, dan pola - pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi,
yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program.
Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin
berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimlpementasikan

kebijakan :
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a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan ;

b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan - keputusan sub-unit
dan proses - proses dalam badan - badan pelaksana ;

c. Sumber - sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara
anggota -anggota legislatif dan eksekutif) ;

d. Vitalisasi suatu organisasi ;

e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai
jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta
tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan
individu - individu diluar organisasi ;

f. Kaitan formal dan informasi suatu badan dengan badan “pembuat
keputusan” atau “pelaksana keputusan”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah
tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat
terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interprestasi dan

penerapan.

2.3. Implementasi Kebijaksanaan Desentralisasi fisikal di Indonesia

Menurut Devas (1997:352-353) ada dua konsep dasar desentralisasi yaitu
desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu
transfer wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini
dilakukan karena memandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga

negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan
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prioritas, sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada
manajer unit.

Kemandirian suatu daerah merupakan kemandirian dalam perencanaan
maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis
pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis
yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi
(Mardiasmo, 2000); (1). Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa
besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengggali sumber-sumber
pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan
pendapatan tersebut; (2). Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa
besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang
menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; dan (3). Analisis Anggaran, yaitu
analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta
kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menyatakan bahwa “Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan”. Selain
pengertian dasar tersebut, dapat ditemukan penjelasan bahwa pendapatan daerah :
(@). Merupakan penerimaan uang melalui kas umum daerah; (b). Tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
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Seperti dimaklumi bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai
pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi
pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintahan maupun
dalam hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang dalam
banyak literature disebut intergovemment fiscal relation yang dalam UU 33/2004
disebut perimbangan keuangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah diberikan
kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali
kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar
negeri, fisik dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang
bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan
pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.4. Kebijakasanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiscal mengandung
pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan
sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara
Pusat dan Daerah. Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah
dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows
function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu

diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang
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akan menjadi tanggunjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber
penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka
pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan
pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas
desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban
APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas
pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang
menugaskan. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah
diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan
pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan
(grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan.

Selain itu, Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa
pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan
pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk
penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiscal adalah pemberian
sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri
sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungkut

pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
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Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan
kewenangan untuk memungkut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan
jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan
retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua Daerah dan merupakan
jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang
baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan
untuk memungut jenis pajak (kecuali untuk Provinsi) dan retribusi lainnya sesuai
Kriteria-Kkriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ditinjau dari kontribusi pajak Daerah dan retribusi Daerah, sampai saat ini
distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi
ketimpangan yang relative besar. Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan
pajak yang dipungut Daerah hanya sekitar 3,45% dari total penerimaan pajak
(pajak Pusat dan Daerah). Demikian juga distribusi pajak Daerah antar Daerah
juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah
mencapai 600). Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan
sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam
jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat.

Walaupun kewenangan pemajakan telah diberikan kepada daerah, namun

dengan melihat basis pajak-pajak yang besar telah dikuasai oleh Pusat (yang

UNIVERSITASMEDAN AREA



25

tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tertentu),
pemberian kewenangan tersebut tidak akan berdampak besar terhadap
peningkatan PAD. Selama ini, PAD dalam pembiayaan kebutuhan Daerah di
sebagian besar Daerah kurang dari 10% dan sangat bervariasi antar Daerah dari
10% hingga 50%.

Penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak oleh Pemerintah Pusat pada
dasarnya dengan pertimbangan, antara lain, perlunya power yang besar dalam
pemungutan pajak, dan perlunya efesien ekonomi (dalam kaitannya dengan
administrasi pemungutan, mobilitas objek pajak, fungsi stabilisasi dan distribusi
dari pajak). Hal ini menjadi alas an yang kuat bagi Pemerintah Pusat untuk

memiliki basis pajak-pajak yang besar.

2.5. Pajak Daerah

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengenakan
pungutan baru selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam UU
Nomor 34 Tahun 2000 jo PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP
nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah banyak menimbulkan
permasalahan dalam pelaksanaannya. Dengan kewenangan tersebut banyak
Daerah telah menghidupkan kembali pungutan-pungutan yang dulunya telah
dihapus/dilarang dengan UU Nomor 18 Tahun 1997. tindakan tersebut sebenarnya
tidak perlu terjadi apabila Daerah mematuhi ketentuan yang berlaku, dimana telah
ditetapkan secara tegas kriteria dari pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh

Daerah.
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Sesuai  ketentuan yang berlaku, Menteri Keuangan dapat
merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar Peraturan Daerah (Perda)
tentang pungutan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada agar dibatalkan.
Untuk sebanyak 1.129 Perda yang telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat,
Menteri Keuangan telah merekomendasikan sebanyak 80 Perda untuk dibatalkan.
Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti rekomendasi pembatalan Perda tersebut
dengan menganjurkan kepada Daerah untuk meninjau kembali Perda tersebut dan
untuk dibatalkan sendiri.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan PAD adalah kewenangan
perpajakan (taxing power) Daerah yang sangat terbatas yang tercermin dari
rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD (Rata-rata kurang dari 10%). Keadaan
ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran Daerah, dimana
keterbatasan dana transfer dari Pusat untuk membiayai kebutuhan Daerah idealnya
dapat ditutup oleh Daerah dengan menyesuaiakan basis pajak atau tariff pajak
Daerahnya. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila taxing power dari Daerah
diperbesar.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daeah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan per Undang-
undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
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Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis
pajak dan retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 antara
lain;

(1) Jenis pajak propinsi terdiri dari:
a. Pajak kendaraan bermotor dan Kendaraan di aras air,
b. Bea balik nama
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis pajak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Pidie terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan jalan;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j.  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan
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Pemerintah Daerah masih diberi kewenangan untuk memungut pajak

tambahan selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang, namun harus memenubhi

Kriteria-kriteria yang secara umum telah diterima, yaitu :

Pajak tersebut harus tepat sebagai pajak-pajak daerah dasar pengenaan pajak
harus secara jelas berada di dalam, atau timbul dari dalam, lingkungan
pemerintah daerah, dan khususnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dari
daerah.

Pajak tersebut harus dapat diterima secra politis baik pada tingkat nasional
maupun daerah.

Dasar pengenaan pajak tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan biaya
perijinan yang sebenarnya lebih bersifat pajak (pajak berganda).

Pikiran hasil yang mungkin didapatkan dari sumber pendapatan yang baru
tersebut cukup besar sebagai sumber tambahan pendapatan,

Perkiraan hasil yang mungkin didapatkan dari sumber pendapatan yang baru
tersebut cukup besar sebagai tambahan pendapatan, perkiraan tersebut juga
harus didasarkan elastis tidaknya sumber penerimaan tersebut.

Jumlah biaya kotor (termasuk dana transfer dari pusat untuk membiayai
pengeluaran gaji) untuk pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil
pengeluaran pajak tersebut.

Pajak tersebut tidak boleh mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi

nasional.
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- Kecuali untuk alas an tertentu, pajak tersebut tidak boleh mengganggu alokasi
sumber daya daerah, atau mengganggu perdagangan didalam atau antar
daerah.

- Beban pajak harus dapat ditanggung baik oleh mayoritas penduduk yang secra
langsung bertanggung jawab untuk membayarnya maupun oleh masyarakat
akan sangat terpengaruh oleh dampaknya (melalui pengaruhnya pada harga
barang dan jasa terkait).

- Pajak tersebut tidak boleh bersifat regresif (beban pajak tersebut tidak boleh
ditanggung sebagaian besar oleh masyarakat yang kurang mampu).

- Pajak tersebut tidak boleh membedakan secara tidak adil diantara kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat.

- Pemerintah daerah harus dapat mengadministrasikan pajak tersebut secara
efektif (yaitu dapat mengidentifikasikan semua, atau sekurang-kurangnya
sebagian besar dari wajib pajak, menilai kemampuan setiap pajak secara cepat
dan akurat, melaksanakan secara efektif penagihan pendapatan yang harus
dibayar).

Pajak tersebut tidak boileh menghambat para wajib pajak untuk melakukan
tindakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelestarian lingkungan. Dengan
Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kecamatan Pancur Batu
Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi criteria
sebagai berikut :

a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;
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b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kecamatan Pancur
Batu Kabupaten Pidie yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang
cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten / Kota yang bersangkutan;

c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum;

d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan / atau objek pajak
Pusat;

e. potensi memadai;

f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negative;

g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

h. menjaga kelestarian lingkungan.

2.6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Menurut Undang-undang No0.28 tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah
satu pajak daerah Kabupaten Pidie . Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia
penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan
jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang
diperolen dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai

penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu
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jalan. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding
system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem
seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas
pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak
penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan
sebagai pajak daerah.

Potensi Pajak Penerangan Jalan Menurut Hamrolie (2003) potensi Pajak
Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) Pajak
Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (Tax Base)
merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik
(KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan
persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN
(Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-
rata tarif dasar listrik dari masing- masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan
untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan
persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN
(Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH)
dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Menurut Simanjuntak (2001)
efektivitas merupakan ukuran antara hasil output hasil pungut suatu pajak dengan
potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan
hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah

ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Adapun rumus untuk mengukur efektivitas

UNIVERSITASMEDAN AREA



32

pungutan pajak menurut Simanjuntak (2001) yaitu sebagai berikut: Dari rumus
perhitungan efektivitas tersebut, dapat disusun Kriteria efektivitasnya. Menurut
Gantyowati (2002) efektivitas digolongkan sebagai berikut: 1. Hasil perhitungan
efektivitas antara 0-33,33 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan buruk. 2.
Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66 % berarti tingkat
efektivitasnya digolongkan cukup efektif. 3. Hasil perhitungan efektivitas lebih

dari 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan baik.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Deskriftif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan

fakta yang tampak.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Pidie. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan
(Maret - Mei 2016) dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder
sekaligus mengadakan pengamatan tentang analisis Implementasi Qanun

Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan
langsung pada obyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah unit sample, yaitu unit sample dari populasi pada Dinas Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Prosedur pengumpulan data
primer yang ditetapkan dalam penelitian ini ada antara lain adalah dengan

menggunakan kuesioner.
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Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu
dengan melakukan kutipan - kutipan dari berbagai sumber yang relevan.
Kegunaan data sekunder ini adalah untuk mendukung kapasitas argumentasi dan
fakta dalam penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data sekunder yang
dilakukan antara lain adalah :

(1) Studi dokumentasi ; Studi dokumentasi ini diantaranya menyangkut
pengamatan Kkearsipan, baik catatan-catatan program, walaupun laporan-
laporan pelaksanaan yang ada pada instansi berwenang.

(2) Studi Pustaka Adalah dengan mempelajari dan memanfaatkan beberapa

informasi yang diperlukan melalui laporan-laporan studi yang relevan.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas
Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Jumlah pegawai
pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie sebanyak
88 orang. Sampel diambil secara pupisive random sampling, adalah pengambilan
sampel dengan tujuan tertentu, yaitu dengan kriteria mereka yang terlibat atau
berkaitan dengan implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Pidi, yang berjumlah 44 orang, yang terdiri dari pejabat

struktural sebanyak 8 rang dan staf operasional sebanyak 36 orang.
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3.5. Variabel Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan
diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang
digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam
menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu
variabel atau variabel tunggal, yaitu implentasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana
dalam mencapai tujuan dan sasaran implementasi kebijakan Pajak Penerangan
Jalan yang telah ditetapkan. Factor-faktor yang diukur dalam implementasi
kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie tentang Pajak Penerangan Jalan adalah :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

ol

. Disposisi atau sikap para pelaksana

3.6. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif,
yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian
diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang
diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang
telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket
akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi.

Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data
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sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden,
sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar

persentasenya.
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